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P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

سبم الله الرمحن الریحم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Batam yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon,  tempat tanggal  lahir Tanjung Pinang, 18 Maret 1985, umur  32

tahun,  jenis  kelamin  laki-laki,  Warga  Negara

Indonesia,  agama  islam,  NIK,  Pendidikan  SLTA,

Pekerjaan  Swasta, tempat  tinggal  di Kavling  Nato

Permata, Blok B4, No.57, RT.002, RW.002, Kelurahan

Sungai  Langkai,  Kecamatan Sagulung, Kota  Batam,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon , tempat tanggal lahir Cilacap, 14 April 1986, umur 31 tahun, jenis

kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama

islam,  Pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  Swasta,  tempat

tinggal  di Kavling  Nato  Permata,  Blok  B4,  No.57,

RT.002,  RW.002,  Kelurahan  Sungai  Langkai,

Kecamatan  Sagulung, Kota  Batam.  Sekarang  tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah

Republik  Indonesia,  selanjutnya  disebut  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon   serta  para  saksi  di  muka
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persidangan;

 DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  

05 Desember 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah  didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor  

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 05 Desember 2017 dengan  dalil-dalil  

pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa,  pada  tanggal  8  Februari  2007,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi

Kepri  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXX/XX/II/2007  tanggal  8

Februari 2007;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa,  dalam perkawinan tersebut  Pemohon dengan Termohon telah

melakukan hubungan suami istri  (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai  2

orang anak yang bernama:

a. Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun;

b. Pemohon dengan Termohon, umur 4 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran: 

5. Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering berbicara kasar,
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menaruh  rasa  curiga  dan  cemburu  buta  terhadap  Pemohon  yang

mengakibatkan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam

rumah tangga;

6. Bahwa,  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  terjadi  pada  tahun  2015,  yang  akibatnya

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dengan

alasan Termohon untuk melihat orang tua kandungnya yang sedang sakit

namun  Termohon  pergi  dari  rumah  tanpa  seizin  dan  sepengetahuan

Pemohon,  Dan  selama  itu  Termohon  tidak  pernah  pulang  dan  tidak

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti

di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  keras  mencari  Termohon  namun

Pemohon  tetap  tidak  mengetahui  keberadaan  Termohon  sampai

sekarang;

8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa,  akibat  perbuatan Termohon tersebut  di  atas,  Pemohon sudah

tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon,

maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon

dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

10. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan

bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Batam  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Batam;
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap  ke  muka  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap  ke  muka  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Termohon  tidak

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan dengan membacakan surat  permohonan

Pemohon isi dan maksuknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

alat bukti  berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kart  Tanda Penduduk NIK  ,atas nama  Pemohon    yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintahan  Kota  Batam,  yang  mana bukti  tersebut  telah  diberi

meterai  cukup  dan  dinazegelen.  Kemudian  surat  bukti  tersebut

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai

dengan  aslinya  serta  diparaf.  Oleh  Ketua  Majelis  memberi  tanda

pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXX/XX/II/2007  tanggal  08

Februari  2007,   yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sunhgai  Beduk,  Kota  Batam,

yang  mana bukti  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan

dinazegelen.  Kemudian  surat  bukti  tersebut  dicocokkan  dengan

aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut

dengan tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I,  umur 48 tahun,  Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Ibu  rumah  tangga,  Tempat  tinggal di  Kavling  Nato  Permata

Perumahan  Permata,  Blok.B4,  No.57,  RT.002  RW.002,  Kelurahan

Sungai  Langkai,  Kecamatan  Sagulung,  Kota  Batam  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  bernama  Pemohon  dan

Termohon bernama Termohon karena saksi  adalah ibu kandung

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah di

Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam pada bulan Februari 2007;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah

tangga di Kota Batam dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai

2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

harmonis namun sejak awal tahun 2014, sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  sehingga  kondisinya  tidak  rukun  lagi

penyebabnya  karena  Termohon  sering  berbicara  kasar  kepada

Pemohon, Temohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang

jelas, Termohon selalu menaruh  curiga kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Termohon

bertengkar;
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- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

rumah  sejak  bulan  Januari  2015  hingga  sekarang  tidak  pernah

kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon

dengan  cara  menanyakan  kepada  teman-teman  dan  keluarga

namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

- Bahwa  saksi  sering  menasehati  Pemohon  untuk  tetap  sabar

membina  rumah  tangganya  dengan  Termohon,  namun  tidak

berhasil;

1. SAKSI II, tempat dan tangal lahir Batam, 01 Desember 1991, umur 27

tahun,  NIK,  Agama  Islam,  Pendidikan  SD,  Pekerjaan  Wiraswasta,

Tempat  tinggal  di  Kavling  Nato  Permata  Perumahan  Permata,

Blok.B4,  No.57,  RT.002  RW.002,  Kelurahan  Sungai  Langkai,

Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  bernama  Pemohon  dan

Termohon bernama Termohon karena saksi adalah adik kandung

Pemohon;

- Bahwa  Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah

di  Kecamatan Sungai  Beduk,  Kota  Batam pada bulan Februari

2007; 

-  Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  membina

rumah tangga di  Kota Batam dan dari  pernikahan mereka telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

harmonis  namun  sejak  awal  tahun  2014,  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga  kondisinya  tidak  rukun

lagi penyebabnya  karena  Temohon  cemburu  kepada  Pemohon

tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berbicara kasar kepada
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Pemohon,  Termohon  selalu  menaruh   curiga  kepada  Pemohon

walapun Pemohon  pergi bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Termohon

bertengkar;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

rumah  sejak 3 (tiga) tahun terakhir dan sejak itu Termohon tidak

pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon

dengan  cara  menanyakan  kepada  teman-teman  dan  keluarga

namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  Pemohon  untuk  tetap  sabar

membina  rumah  tangganya  dengan  Termohon,  namun  tidak

berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Ketua  Majelis

memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan

seperlunya dan ternyata atas kesempatan tersebut, Pemohon menyatakan

tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan

permohonannya  dan  mohon  Pengadilan  memutus  perkaranya,  sedangan

Termohon  tidak  menyampaikan  kesimpulan  karena  tidak  hadir  di  muka

persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon,  meskipun  dipanggil  secara

resmi dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7  Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan 

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi 

wewenang Peradilan Agama,  dalam hal ini Pengadilan Agama Batam; 

Menimbang, bahwa selanjutnya,  sebagaimana amanat yang tertuang

dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang

Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  jo.  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut,

Majelis  Hakim  telah  berupaya  seoptimal  mungkin  menasehati  Pemohon

agar  tetap  mempertahankan  ikatan  perkawinannya  dengan  Termohon,

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon,

maka  pada  pokoknya  yang  menjadi  masalah  dalam  perkara  ini  adalah

Pemohon  mengajukan  agar  Pengadilan  memberi  izin  kepada  Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan antara

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

membina  rumah  tangga  sebagaimana  diuraikan  pada  bahagian  duduk

perkara; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon

mempunyai alasan hukum,  harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  alasan  perceraian

yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum
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Islam,  yaitu  antara  suami  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon tidak bisa dengar

atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut

dengan percerai dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap

diwajibkan  membuktikan  dalil-dalil  tersebut.  Untuk  itu  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus

sebagai orang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P-1  berupa  fotokopi KTP  atas  nama

Murdhani  yang  telah  bermeterai  cukup,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa  Pemohon  adalah  tercatat  sebagai  penduduk  Kota  Batam  dalam

wilayah yuridiksi  Pengadilan Agama Batam. Bukti  mana di  keluarkan oleh

Kepala Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Batam, sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang,  bahwa  bukti  P-2  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  mengenai  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  08  Februari  2007  tercatat  di

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Sungai  Beduk Kota  Batam,   sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2

(dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah  telah memberikan

keterangan  di  muka  persidangan,  sehingga  memenuhi  syarat  formal.

Keterangan saksi-saksi  tersebut,  dihubungkan satu sama lain  mempunyai

relevansi  dan  saling  bersesuaian,  saksi-saksi  mengetahui,  melihat  dan

mendengar  antara  Pemohon dan Termohon telah  terjadi  perselisihan dan
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pertengkaran,  pengetahuan saksi  tersebut  diperoleh secara langsung dan

melihat  kondisi  rumah tangga Pemohon dan Termohon yang  sudah tidak

rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya; 

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi  tersebut

patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga dan orang

dekat  Pemohon,  sehingga  patut  mengetahuinya,  sedangkan  mengenai

keterangan  saksi  tersebut  diperoleh  secara  langsung  karena  para  saksi

saudara  kandung dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1)

dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdata,  sehingga keterangan para saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

yang membuktikan dalil permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa dari  keterangan Pemohon dan Termohon,  bukti

P-1 dan P-2  serta saksi-saksi ditemukan  fakta-fakta sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat,  menikah pada tanggal 08

Februari  2007  dan  dari  pernikahannya  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak; 

- Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan Temohon selalu menaruh  curiga dan cemburu

kepada Pemohon walapun Pemohon  pergi bekerja dan Termohon sering

berbicara kasar kepada Pemohon;

- Bahwa  akibatnya  Pemohon  dengan  Termohon  telah  berpisah  rumah

tempat kediaman bersama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa upaya nasehat dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak

berhasil; 

Menimbang,  bahwa  dari  petimbangan-pertimbangan  di  atas,  maka

merupakan  fakta  yang  dikonstatir  terbukti  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran yang  terus  menerus di  antara  Pemohon dengan Termohon.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah; 
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  majelis  hakim  akan

mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan  Termohon tidak

adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan

Termohon  sudah  pisah  rumah tempat  kediaman bersama sekitar  3  (tiga)

tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak berjalannya lagi hak

dan  kewajiban  sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  kemudian  sikap

Pemohon yang sudah  tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga

usaha nasehat dari para saksi dan dari  Majelis Hakim di depan persidangan,

merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan

damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup

rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan

terbukti secara sah; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memandang  perlu

mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu

adalah  untuk  membina  rumah  tangga  yang  tenteram,  rukun  dan  saling

mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum

ayat 21       ممة حح مر مو ةة دد مو مم حم كك من حي مب مل مع مج مو مها حي مل إإ كنوا كك حس مت إل   demikian pula ketentuan

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam,  akan tetapi  ternyata  tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi

dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut; 

Menimbang,  bahwa  suatu  perkawinan  bukanlah  sekedar  perjanjian

biasa untuk hidup  bersama sebagai  suami isteri,  akan tetapi  perkawinan

merupakan  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang

perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai mitsaaqan ghalidzan

(ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan

melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya
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membantu  untuk  mencapai  kesejahteraan  materiil  dan  spirituil  (vide

penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  l974  tentang

Perkawinan);

          Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  telah

berada pada kondisi  telah pecah (broken marriage) dan tidak layak untuk

dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan

mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar

dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah

wan  Nazhoir  halaman  59  yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis,

berbunyi:     يزال ر ;(kemudhorotan itu harus dihindarkan)  الضر

Menimbang,  bahwa  karena  Pemohon  tetap  berkeinginan

mengikrarkan  talaknya  terhadap  Termohon,  maka  keinginan  Pemohon

tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227

yang berbunyi:

سميع      الله فان الطلق عزموا وان

      .عليم

 “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  alasan  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan

Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu

dapat diklasifikasikan dan  dikonstituir  secara yuridis telah sesuai dan/atau

memenuhi  unsur-unsur  rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang

dalam Pasal 19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di

atas  dan  berpijak  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan

Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas,

permohonan  Pemohon cukup  beralasan  dan  berdasarkan  hukum,

sedangkan  Termohon telah  dipanggil  dengan  sepatutnya  tidak  hadir  di

persidangan,  maka  sesuai  dengan  pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,  maka

permohonan Pemohon diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Batam;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan  Agama Batam pada  hari  Selasa tanggal  08  Mei  2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami Dra.

Erina,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Hj.Ela Faiqoh Fauzi,

S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk   umum oleh Ketua Majelis
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tersebut dengan didampingi  oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Muhammad  Yunus,  SH sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Erina,MH
Hakim Anggota,

   Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH 

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, SH 

       Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran

Proses

Panggilan

Redaksi    

Materai

:

:

:

:

Rp.   30.000,-

Rp.   50.000,-

Rp. 340.000,-

Rp.     5.000,-

Rp.     6.000,-
Jumlah : Rp. 431.000,- 

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 
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Untuk Salinan 

Pengadilan Agama Dumai

Panitera,

A Z W I R, S.H
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